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Perhatian utama al-Mahdi adalah untuk mengamankan 
kemerdekaan dari pemerintahan Turco-Mesir dengan pandangan 
untuk membangun sebuah teokrasi yang diikat oleh versinya tentang 
sharî'a. Penerapan metodologi hukumnya dan kepatuhannya pada 
makna literal eksternal (zâhir) dari sumber-sumber tekstual Al-
Qur'an dan sunah memungkinkannya untuk membuat undang-
undang tanpa batasan dan memperkenalkan inovasi, 
Al-Mahdi melakukan upaya khusus untuk memantapkan 
dirinya sebagai penjaga moralitas publik dengan pandangan 
mempertahankan puritanisme tanpa kompromi yang ketat dengan 
perhatian khusus pada kesucian wanita. Demikian pula, ia ingin 
«menghapuskan kebiasaan inovatif (yaitu, non-normatif) dan tercela 
(izâlat al-bida 'wa l-munkarâi) yang tidak sesuai dengan syariah dan 
tatanan sosial dengan tujuan membawa masyarakat suku ke dalam 
orbit. Islam normatif. Selain motivasi etis religius, kebijakan ini 
tampaknya juga dipandu oleh keinginan untuk mencegah disintegrasi 
masyarakat Sudan, terutama suku-suku, tulang punggung otoritas 
politik Mahdi, di bawah pengaruh revolusi dan perang melawan Turco-
Mesir. 
Di muka itu, reformasi hukum Mahdi yang berkaitan dengan 
masalah perkawinan tampaknya tidak kompatibel dengan citra 
puritan Mahdiyyah. Reformasi mengungkapkan kecenderungan luar 
biasa untuk meningkatkan status perempuan dalam keluarga, 
termasuk kapasitas mereka untuk memiliki dan membuang properti, 
meskipun tampaknya kecenderungan ini tidak sepenuhnya terpisah 
dari pertimbangan politik 
 





Al-Mahdī merupakan nama laqob dari seorang tokoh 
dengan nama asli Muḥammad Aḥmad ibn as-Sayyid 
Abdullah, lahir pada 12 Agustus 1844 dan meninggal 22 Juni 
1885 di Omdurman Sudan. Al-Mahdi merupakan bapak 
bangsa Sudan yang mendirikan negara Islam Sudan yang 
membentang dari Laut Merah hingga Afrika Tengah. Pada 
masa mudanya ia belajar agama ortodoks sampai tafsir mistis 
Islam1.  
Muḥammad Aḥmad (atau al-Mahdi) adalah putra 
seorang pembuat kapal dari Distrik Dongola Nubia. Pasca 
kelahiran al-Mahdi, keluarganya pindah ke selatan di Karari, 
sebuah desa sungai dekat Khartoum. Sebagai anak laki-laki, 
al-Mahdi mengembangkan minatnya pada pelajaran agama. 
Alih-alih mencari pendidikan ortodoks, seperti yang 
ditawarkan di Universitas al-Azhar di Kairo, dan beralih ke 
hierarki resmi sebagai hakim atau penafsir hukum Islam yang 
bergaji, ia tetap berada di Sudan. Keahliannya semakin lama 
kian terasah di bidang tafsir dan belakangan cenderung pada 
interpretasi Islam yang lebih mistis, dalam tradisi Ṣūfī, 
melalui studi tentang Al-Qur'an — kitab suci umat Islam 
yang sakral — dan praktik penyangkalan diri di bawah 
disiplin persaudaraan religius.2 
Al-Mahdi bergabung dengan ordo Sammāniyyah dan 
tumbuh sepenuhnya menjadi dewasa dalam lingkungan 
keagamaan di Sudan. Pada saat itu al-Mahdi muda mulai 
mengumpulkan para pengikutnya sendiri dan kemudian pada 
tahun 1870 hijrah bersama-sama ke pertapaan di Pulau Aba 
di Nil Putih, 175 mil di selatan Khartoum. Ketaatannya yang 




syekhnya (guru), yang dia tegur karena masalah keduniawian. 
Syekh yang putus asa mengusirnya dari lingkaran murid-
muridnya, dimana al-Mahdi, setelah dengan sia-sia meminta 
pengampunan gurunya, bergabung dengan persaudaraan 
syaikh saingan dalam urutan yang sama.3 
Kebangkitan Kekuasaan 
Sudan pada saat itu memiliki ketergantungan yang 
sangat kuat pada Mesir. Secara hierarkhis Sudan adalah 
bagian provinsi dari Kekaisaran Ottoman Turki yang 
berinduk di Mesir. Dalam kaca mata politik, saat itu Turki 
diperintah oleh kelas penguasa multirasial yang sama, 
termasuk Mesir. Dalam kekuasaan politik, pendidikan, dan 
gaya hidup, kehidupan para penguasa dianggap sangat 
kontras dengan keadaan rakyat Sudan saat itu. Meskipun 
banyak alasan fundamental dalam melihat hubungan diagonal 
antara ras dan aspek politis, seperti keuntungan sebagai 
bangsa Arab dan mayoritas orang Sudan  yang berasal dari 
ras kulit hitam, dan rata-rata orang Sudan yang kurang 
beruntung. Situasi ini berbahaya secara politis, karena orang-
orang yang merasa tidak puas datang dari berbagai lapisan 
masyarakat: para pembayar pajak yang tertekan oleh 
ketidakadilan fiskal dan marah oleh seringnya pencambukan 
yang mereka alami ketika lambat dalam pembayaran mereka; 
pedagang budak terangsang oleh upaya pemerintah yang 
canggung, yang dihambat oleh kekuatan Eropa, khususnya 
Inggris, untuk menghapuskan perdagangan tanpa penundaan; 
jamaah yang saleh tersinggung oleh kehadiran orang Eropa 
non-Muslim sebagai gubernur provinsi dan oleh kecanduan 
alkohol mereka; petani yang hidup di tepi sungai Nil dipaksa 




suka berperang, lelah dengan tahun-tahun panjang 
perdamaian yang ditegakkan, memanjakan untuk bertempur 
— semua ini adalah musuh potensial dari tatanan yang 
mapan.4 
Kehadiran al-Mahdi kemudian mengubah 
ketidakpuasan tersebut menjadi gerakan terkonsolidasi yang 
nantinya menjadi kekuatan setara militer yang berpotensi 
mengalahkan tirani. Secara bertahap, selama tahun 1880 dan 
minggu-minggu pertama tahun 1881, Al-Mahdi meyakinkan 
umat bahwa kekuasaan Mesir saat itu telah berada pada taraf 
kritis karena telah mengabaikan ajaran Islam. Menurutnya 
Khedive, raja muda Mesir, adalah boneka bagi orang-orang 
yang tidak percaya dan tidak layak untuk memerintah 
Muslim. Pada bulan Maret 1881 al-Mahdi mengungkapkan 
kepada para pengikut terdekatnya bahwa Allah telah 
menunjuknya untuk memurnikan Islam dan menghancurkan 
semua pemerintah yang mencemarkannya. Pada 29 Juni ia 
secara terbuka menyatakan al-Mahdi sebagai gelar sosialnya, 
yang dengan gelar tersebut menjadikannya bak ‘mesianis’ 
akan muncul untuk mengembalikan kejayaan Islam.5 
Peristiwa yang mengikuti pengumuman ini adalah yang 
paling dramatis dalam sejarah Lembah Nil. Dalam waktu 
kurang dari empat tahun sejak ia memproklamirkan dirinya 
sebagai al-Mahdi, ia berangkat dari Pulau Aba dengan 
beberapa pengikut yang dipersenjatai dengan tongkat dan 
tombak, berakhir dengan menjadikan dirinya penguasa 
hampir semua wilayah yang sebelumnya ditempati oleh 
pemerintah Mesir, menangkap sejumlah besar uang jarahan, 
emas. , perhiasan, dan perlengkapan militer — termasuk 




Secara umum dapat dikatakan bahwa gerakan Al-Mahdi 
merupakan dari protes sosial yang meluas di kalangan 
penduduk Sudan terhadap kebijakan opresif penguasa Turco-
Mesir dan didukung oleh kepercayaan mesianis yang populer 
di antara berbagai sekte keagamaan Sudan saat itu. Al-Mahdi 
memimpin perang yang sukses melawan pemerintahan 
militer Ottoman-Mesir dan mencapai kemenangan luar biasa 
atas Inggris dan kemudian menciptakan negara Islam yang 
luas membentang dari Laut Merah ke Afrika Tengah dan 
mendirikan sebuah gerakan yang tetap berpengaruh di 
Sudan7 
Doktrin teologis dan politis dari Mahdiyya kemudian 
eksis di antara pendukung al-Mahdi yang terus bertambah, 
yang dikenal dengan istilah “orang-orang Ansar”. Setelah 
kematian tak terduga Muhammad Ahmad pada 22 Juni 1885, 
wakil ketuanya, Abdallahi ibn Muhammad mengambil alih 
administrasi negara Mahdist yang baru lahir. Setelah kematian 
Ahmad, Abdallahi memerintah sebagai Khalifa. Namun, 
sementara Mahdi telah menciptakan salah satu dari beberapa 
negara Afrika abad ke-19 untuk mengalahkan kekuatan 
kolonial asing, pemerintahan otokratis Khalifa, serta 
kekuatan militer Inggris yang langsung diterapkan, 
menghancurkan negara Mahdi setelah penaklukan Anglo-
Mesir di Sudan. pada tahun 1899. Meskipun demikian, Mahdi 
tetap menjadi sosok yang dihormati di Sudan, dan keturunan 
langsung Ahmad, Sadiq al-Mahdi, dua kali perdana menteri 







Kemenangan puncak Al-Mahdi adalah penangkapan 
Khartoum, pada 26 Januari 1885, setelah pertahanan tegas 
oleh komandannya, Mayor Jenderal Charles George Gordon, 
yang, melawan perintah al-Mahdi, terbunuh dalam serangan 
terakhir. Setelah banyak warga Khartoum dibantai, al-Mahdi 
masuk dengan penuh kemenangan ke kota yang dilanda 
perang dan memimpin shalat di masjid utama. Bahkan 
membuat kelonggaran untuk kelemahan militer Mesir, yang 
selama tahun-tahun penting 1881 dan 1882 dihancurkan oleh 
pemberontakan nasionalis Aḥmad ʿUrābī Pasha, itu adalah 
prestasi yang menakjubkan. 
Kerajaan agama 
Penarikan ekspedisi Inggris, yang gagal meredakan 
Khartoum, membuat al-Mahdi bebas untuk 
mengkonsolidasikan kerajaan agamanya. Dia meninggalkan 
Khartoum, masih penuh dengan bau busuk orang mati, dan 
mendirikan pusat administrasi di Omdurman, sebuah desa 
yang diperluas dari rumah-rumah lumpur dan pondok-
pondok beratap rumput di tepi kiri Sungai Nil, di seberang 
Khartoum. Situs ibukota baru memiliki dua keuntungan: 
lebih tinggi dan lebih berdrainase lebih baik, sehingga lebih 
sehat, daripada Khartoum, dan, dengan memerintah dari kota 
eksklusif Sudan Omdurman, al-Mahdi menghindari asosiasi 
jahat dari ibukota lama. Dia mengarahkan setiap aspek 
komunitas dan kehidupan pribadi melalui proklamasi, 
khotbah, peringatan, dan surat. Dalam upaya ini ia dibantu 
oleh penangkapan, keutuhan pers pemerintah, dan 




pengucapan prinsip; sebagian besar rutinitas dia serahkan 
kepada para kepala pejabatnya. Lembaga-lembaga politik, 
serta nomenklatur pemerintahannya, didasarkan sejauh dapat 
dipraktikkan pada orang-orang dari Islam primitif. Dengan 
cara Nabi Muhammad saw, ia menunjuk empat khalifah, atau 
wakil, untuk menjadi penerus empat khalifah paling awal 
dalam sejarah Islam. Tiga dari mereka yang ditunjuk oleh al-
Mahdi adalah orang Sudan, termasuk khalifah bdAbd Allāh 
ibn Muḥammad, penasihat dan kepala staf al-Mahdi yang 
paling tepercaya; yang keempat, Muḥammad al-Mahdi ibn al-
Sanusi, kepala ordo Sanūsiyyah di gurun barat, mengabaikan 
undangan al-Mahdi. Al-Mahdi menyebut dirinya sebagai 
"penerus rasul Allah" —yaitu, penerus Nabi Muḥammad, 
tetapi hanya dalam arti melanjutkan pekerjaannya. 
Kematian Al-Mahdi berlangsung singkat. Ia jatuh sakit 
karena tifus, dan meninggal pada Juni 1885. Padahal usianya 
masih sangat muda, yakni 41 tahun. Ia sempat berwasiat 
kepada Khalifah Abdullah agar dimakamkan secara biasa-
biasa saja tanpa perlu ada upacara besar-besaran. Setelah al-
Mahdi wafat, Khalifah ʿAbd Allāh membangun sebuah 
makam kubah yang serupa dengan arsitektur dengan yang 
biasanya dibangun di atas sisa-sisa orang suci yang lebih 
dihormati. Sebagian dihancurkan oleh tembakan selama 
Pertempuran Omdurman pada tahun 1898, kemudian 
dibangun kembali oleh putra al-Mahdi ʿAbd al-Raḥmān dan 
komunitas Mahdist. 
Warisan 
Al-Mahdi membuat kesan kuat pada orang-orang 




Kenangan yang direkam sangat berubah-ubah, tetapi 
sebagian besar saksi setuju dengan tinggi badannya yang 
menengah ke atas; bingkai kerasnya, yang, menurut beberapa 
orang, menggemukkan menjelang akhir hidupnya; suara 
lembut yang tiba-tiba membuat marah; wajah simpatik dan 
sensitif; mata yang besar dan tajam. Orang saleh yakin bahwa 
di dalam dirinya ia sesuai dengan semua yang secara 
tradisional diharapkan dari seorang mahdi. Maklum, 
tawanan-tawanan Eropa membuat gambaran yang kurang 
menguntungkan. 
Bagi Inggris pada masa perang Mahdist, al-Mahdi 
adalah musuh yang mereka kaitkan, meskipun salah, dengan 
pembunuhan Gordon. Para koresponden perang umumnya 
melaporkan dia sebagai raksasa, kejam ketika dia tidak 
bersemangat, dan mereka menjulukinya Nabi Palsu. 
Karikatur al-Mahdi ini tercermin dalam literatur besar-
besaran oleh penulis Eropa yang mengubah citra al-Mahdi 
untuk seluruh generasi. Ironisnya, penaklukan Jenderal 
Horatio Herbert Kitchener atas Sudan pada tahun 1896-98 
yang pertama-tama menyatukan para Mahdi dan pejabat 
Inggris dan memupuk apa yang menjadi minat yang 
meningkat di antara para sarjana Eropa dan Sudan dalam 
mempelajari dokumen-dokumen Mahdist dalam bahasa Arab 
asli. Studi semacam itu memungkinkan pandangan yang lebih 
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keagamaan-politik untuk kebangkitan dan reformasi Islam 
(Mahdiyya) di akhir abad ke-19 dengan tujuan untuk 
memulihkan, berdasarkan Al-Quran dan sunah, yang 
Teokrasi Islam yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad 
dan para sahabat. Keberhasilan upaya al-Mahdi untuk 
mengkonsolidasikan teokrasi radikal dalam masyarakat yang 
mengakar kuat dalam hukum adat kesukuan tergantung pada 
mitigasi syariah ortodoks sejauh yang diperlukan untuk 
memenuhi setengah jalan adat dan memungkinkan pemimpin 
karismatik cukup ruang untuk manuver untuk memecahkan 
masalah politik dan sosial sehari-hari yang timbul dalam 
suatu teokrasi. 
Untuk tujuan ini, al-Mahdi menciptakan metodologi 
hukum yang unik yang tidak pernah dirumuskan dalam 
risalah hukum yang komprehensif. Metodologi tersebut 
dipandang memperluas otoritasnya untuk memberlakukan 
aturan tanpa ada batasan-batasan institusional seperti halnya 
ulama ortodoks. Metodologi hukum Mahdi efektif untuk 
mencapai tujuannya. Dia mengabaikan semua mazhab 
hukum (mazâhib) dan mengabaikan literatur hukum mereka, 
sehingga membebaskan dirinya dari beban taqlid, hukum 
yang terkonsolidasi di dalam mazhab-mazhab ini. Mahdi 
mengakui tiga sumber hukum: sunnah Nabi, al-Quran, dan 
ilham yang dikirimkan kepadanya oleh Nabi Muhammad. 
Dari urutan ini, dapat disimpulkan bahwa sunah sebagai 
sumber hukum lebih penting daripada Quran. Dengan 
demikian, ia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa 
hadits dapat membatalkan (yansakh) ketentuan Alquran. Dia 
juga tampaknya lebih menyukai kepatuhan terhadap makna 




Versi al-Mahdi tentang ijtihâd tidak kompatibel dengan 
teori klasik. Mirip dengan salafî yang merupakan konsep 
umum di kalangan gerakan revivalis dan reformis sebelum 
Mahdiyya, al-Mahdi juga menekankan Quran dan sunnah 
Nabi sebagai sumber hukum. Al-Mahdi mengabaikan qiyâs 
atau alasan analogis berdasarkan sumber tekstual dari Al-
Quran dan sunah. Di sisi lain, ia menambahkan sumber 
hukum baru, yaitu ilhâm yang ia klaim terima langsung dari 
Nabi Muhammad. Al-Mahdi menganggap dirinya sebagai ahli 
waris dan penerus Nabi Muhammad (khalifah rasûlillâh) dan, 
karenanya, mengklaim kemampuan untuk berkomunikasi 
dengan Nabi dengan cara penglihatan (hadrât).  
Dalam metodologi hukum al-Mahdi, tidak ada 
penyebutan adat secara eksplisit ('adah, urf). Dampak adat 
pada hukum sebagaimana dibentuk oleh al-Mahdi dalam 
terang persyaratan politik dan sosial dapat dilihat dalam 
proklamasi, keputusan, penilaian dan keputusan yang 
diturunkan olehnya serta dalam ucapan (aqwâl) yang dikaitkan 
dengannya setelah kematiannya. Fenomena ini menyerupai 
sunnah Nabi, yaitu kebiasaan normatif sebagaimana 
tercermin dalam perkataan dan perilaku Nabi Muhammad. 
Metodologi hukum al-Mahdi diilhami oleh gerakan-
gerakan revivalis dan reformis di Arab (Wahhâbiyyah) dan 
Maghrib (Sanusiyyah) yang masing-masing berasal dari abad 
ke-18 dan 19. Begitu juga ia terinspirasi oleh pandangan 
berbagai ulama yang mungkin telah ia temui dan dari siapa ia 
mungkin memiliki memperoleh pengetahuannya dalam 
periode formatifnya. Latar belakang sufi al-Mahdi mungkin 




Penerapan Metodologi Hukum al-Mahdi 
Penerapan metodologi hukumnya memungkinkan al-
Mahdi untuk memperkenalkan inovasi, beberapa di antaranya 
merupakan penyimpangan jauh dari ortodoks syariah. Untuk 
tujuan ini, al-Mahdi menginstruksikan para hakim, 
delegasinya di peradilan agama, untuk menjatuhkan 
keputusan berdasarkan Al-Quran dan sunah, sementara 
diam-diam mengabaikan hukum semua mazhab.9 Di bawah 
ini adalah contoh inovasi di berbagai domain hukum Islam 
diatur sesuai dengan tujuan yang digadang-gadang oleh al-
Mahdi: 
1. Tujuan politik 
Tujuan utama al-Mahdi adalah untuk menghilangkan 
rezim Turco-Mesir dan mengkonsolidasikan sebuah teokrasi 
berdaulat yang independen. Untuk melakukan ini, ia 
menuduh orang-orang Turki dan Mesir tidak percaya (takfir). 
Orang-orang Sudan yang secara efektif berada di bawah 
kendali Turco-Mesir juga dituduh tidak percaya dalam upaya 
mendorong mereka untuk bergabung dengan negara 
Mahdis.10  
Dasar pemikiran yang sama memandu al-Mahdi untuk 
memutuskan bahwa jika sang istri bergabung dengan negara 
al-Mahdi sementara sang suami tertinggal di wilayah Turki, 
ikatan pernikahan di antara mereka dibubarkan secara 
otomatis. Prinsip ini diilhami oleh pandangan fiqh bahwa 
bahwa hubungan perkawinan dengan seorang suami kafir 
dianggap batal menurut hukum. Karena itu menurut al-




dimungkinkan untuk merehabilitasi pernikahan melalui akad 
pernikahan baru.11  
Akhir November 1882, ketika menegosiasikan 
ketentuan penyerahan Bâra di provinsi Kordofan kepada 
pasukan Mahdist, Abdullah an-Nûr 'Anqara mengirim surat 
kepada al-Mahdi yang menyatakan keprihatinan rakyat Bâra 
sehubungan dengan masalah matrimonial yang timbul dari 
perang berkelanjutan. Ada banyak kasus hilangnya suami 
yang berkepanjangan (enam-tujuh tahun). Dalam satu kasus 
tertentu, seorang istri dari suami yang tidak hadir (ghâ'ib) 
menikah dengan salah satu dari Ikhwân tanpa menerapkan 
masa tunggu ('iddah) sebelum pernikahan. Abdullah an-Nûr 
menanyakan pendapat hukum al-Mahdi, apakah pernikahan 
semacam itu dianggap sah atau, jika tidak, apakah perlu 
membatalkan (fasakh). Al-Mahdi memberikan pendapat 
hukum, bahwa dalam situasi di mana suami yang tidak hadir 
tinggal di wilayah Turki, sama sekali tidak perlu menerapkan 
iddah meskipun perempuan memintanya, untuk validitas 
pernikahan baru, untuk membuktikan bahwa mereka bersih 
(barâ'at arhâmihinna), yaitu bahwa mereka tidak hamil pada 
saat pernikahan berakhir. Di sisi lain, jika suami yang absen 
adalah Anshar, yaitu pengikut al-Mahdi, yang telah lama 
menghilang di wilayah Mahdist tanpa memberikan perawatan 
kepada istri mereka dan para istri bersikeras untuk bercerai, 
pernikahan mereka harus dibubarkan, mungkin karena alasan 
ketidakhadiran berkepanjangan atau tidak adanya tanggun 
jawab rumah tangga dari suami; mereka seharusnya tidak 
diizinkan menikah lagi kecuali setelah mereka melaksanakan 




yang suaminya tinggal di wilayah Turki mencerminkan 
penilaian nilai dari pihak al-Mahdi terhadap orang kafir.12 
Konsekuensinya, orang Turki dan istri-istri mereka 
dianggap sebagai rampasan perang (ghanîmah) sementara 
mahar seorang wanita yang telah bergabung dengan 
Mahdiyya dan meninggalkan suaminya di wilayah Turki tetap 
menjadi milik pribadinya.13 Jika seorang wanita di wilayah 
Turki telah diceraikan oleh suaminya melalui khul’, yaitu, 
sebuah perjanjian di mana istri membebaskan diri dari 
pernikahan dengan imbalan kompensasi (‘iwadh), maka dia 
tidak berhak atas mahar yang ditangguhkan dan suaminya. 
tidak berhak atas kompensasi sebagai imbalan atas 
perceraian14. Tidak ada perhitungan tentang jumlah 
perceraian yang dilakukan di wilayah Turki. Di bawah 
ortodoks syari'ah, seorang wanita yang bercerai tiga kali pada 
sesi yang berbeda atau wanita yang bercerai tiga kali dalam 
satu sesi tidak diizinkan secara hukum kepada mantan 
suaminya kecuali jika pernikahan antara telah terjadi.15 
Singkatnya, al-Mahdi membatalkan semua konsekuensi 
hukum dari akad pernikahan. Di sisi lain, siapa pun yang 
bergabung dengan Mahdiyya berhak atas hak syari’i yang 
berkaitan dengan status pribadi dan properti. 
Al-Mahdi memproklamasikan distrik Turki di Dra dan 
Kabkâbiyya di Darfur selatan yang telah ditaklukkan olehnya 
dengan persetujuan (sulhan), dan bukannya jihad sebagai fay’, 
yaitu, tanah milik seluruh komunitas Muslim. Sebagai 
dukungan untuk putusan ini, al-Mahdi mengutip Al-Qur’an 
Surat al-Hasyr ayat 8. Status ini pada awalnya diperuntukkan 
bagi tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa atau 




memutuskan, berdasarkan Al Qur'an 8 ayat 41, bahwa 
seperlima (khums) rampasan harus dikirim ke bayt al-mâl dan 
empat perlima untuk para pejuang yang harus dibagi secara 
merata di antara mereka, sebagaimana disyaratkan dalam 
ajaran syariah. Namun, menurut keputusannya, senjata, 
tunggangan untuk berkuda, bagal betina dan jihâdiyyah 
(pasukan dari budak) tidak boleh dibagi karena mereka 
diminta untuk kepentingan perjuangan agama (maslahah li-
taqwîm al-dîn). Ini berlaku juga untuk wanita (harim), mungkin 
karena takut korupsi moral. 
Dalam sebuah surat kepada Khalîfa 'Abdallâhi (yang 
menggantikan al-Mahdi setelah kematiannya pada tahun 
1885), al-Mahdi menginstruksikannya untuk mendorong 
sekelompok orang untuk bergabung kembali dengannya 
dengan mengancam akan menjatuhkan hukuman mati. 
Meskipun kemurtadan (riddah) tidak disebutkan secara 
eksplisit dalam surat itu, ada beberapa indikasi bahwa ini 
tersirat. Kemurtadan berarti meninggalkan Islam, dengan 
kata-kata atau perilaku, kejelasan atau secara implisit. Orang-
orang ini diperingatkan bahwa “jika seseorang bertentangan 
(khâlafa) dengan sang Mahdi atau mengkhianati (khâna) al-
Mahdi ... maka akan bertanggung jawab untuk dieksekusi 
(qatl) ... namun jika mereka dengan tulus bertobat (tâbu), 
memperbaiki (aslahû) perilaku mereka dan mempersiapkan 
hati mereka untuk Mahdi, maka hukumannya (mati) akan 
diringankan”.  
Istilah “pertaubatan” (tawbah) yang digunakan dalam 
surat itu dapat menunjukkan bahwa teks tersebut berurusan 
dengan kemurtadan yang, menurut Mazhab Maliki, tidak 




hukuman yang ditentukan untuk kematian. Namun, murtad 
itu diberikan tiga hari untuk refleksi dan, pertobatan gagal 
yang, ia akan dieksekusi.16  
Dalam sebuah surat edaran (manshûr) yang dibagikan 
mulai kepada para amir dan qadi-qadi di seluruh negara 
beberapa saat setelah al-Mahdi mencapai suatu tempat 
berupa gunung di Sudan selatan pada tanggal 31 Oktober 
1881. Ketika al-Mahdi memberi nama gunung tersebut 
dengan Massa17 Mahdi membuat aturan tentang qishash lebih 
ketat di wilayah Turki yang baru ditaklukkannya, dengan 
maksud untuk menekan lawan-lawan politiknya. Dalam 
aturan tersebut dinyatakan bahwa kasus pembunuhan (qatl) 
mengacu pada pembunuhan yang disengaja (amd) – maka 
korban, dalam hal ini kerabat (wallal-maqtûl), yaitu, pembalas, 
punya pilihan (mukhayyar) untuk memilih untuk mengambil 
harga darah (pembayaran diyat) atau qishash. Al-Mahdi, 
mengabaikan fakta bahwa aturan ini dimiliki oleh semua 
mazhab hukum, menginstruksikan bahwa di masa depan, 
setiap tempat yang ditaklukkan akan terikat, sehubungan 
dengan pembunuhan - dan lagi, tampaknya ia merujuk pada 
pembunuhan yang disengaja meskipun ia tidak membuat 
perbedaan antara disengaja ('amd), tidak disengaja (khatâ') dan 
jenis-jenis pembunuhan lainnya - dengan qishash wajib tanpa 
opsi untuk menyelesaikan perselisihan dengan membayar 
diyat: Al-Mahdi lebih lanjut juga menginstruksikan bahwa 
aturan tersebut diterapkan secara ketat. Padahal, semua 
mazhab hukum menyatakan bahwa pilihan qishash hanya ada 
dalam kasus-kasus pembunuhan yang disengaja. Inovasi al-
Mahdi mungkin diprakarsai sebagai pencegah terhadap 




Al-Mahdi melarang mahar berlebih (sadâq) dan 
menyatakan bahwa jika mahar melebihi tingkat maksimal 
yang ditentukan, maka dua pertiga dari mahar harus diambil 
alih untuk bayt al-mâl sebagai denda (kaffarat) yang biasanya 
dikenakan untuk orang-orang berdosa, dan dialokasikan 
sebagai sedekah kepada orang miskin dan pejuang jihad fi 
sabilillah.18 Dapat dikatakan bahwa pendapat ini tidak ada 
dasarnya dalam syariah karena sesungguhnya mahar adalah 
harta mutlak. dari istri. Mazhab Hanafi dan Maliki 
menentukan mahar minimal.19. 
Setelah jatuhnya provinsi Berber, pada tanggal 7 
September 1884 al-Mahdi memerintahkan Muhammad al-
Khayr, amir Birber, untuk mendorong para wanita agar 
berkontribusi secara sukarela menerima perbedaan antara 
mahar normal dan berlebihan karena untuk mendukung jihâd 
dan sebagai hadiah di dunia berikutnya.20 
Selain inovasi hukum, al-Mahdi menggunakan cara lain 
untuk tujuan politik. Karena itu, ia mengusulkan 
mencalonkan Muhammad al-Mahdî as-Sanûsî, kepala ordo 
Sanusiyyah, sebagai Khalifah ‘Utsman. Hal itu dilakukannya 
sebagai imbalan atas kerja sama. Sebelumnya, Mahdi, yang 
menganggap dirinya sebagai khalîfat rasûl Allâh, 2121 
memanggil 'Abdallâhi b. Muhammad (yang menggantikannya 
setelah kematiannya) sebagai khalîfat al-siddîq (Abû Bakr), 'Alt 
b. Muhammad Hilû ('Alî wad Hilû) sebagai khalifat al-fârûq 
('Umar) dan Muhammad Syarif bin Hâmid (menantu Mahdi) 





2. Status perempuan 
a. Pernikahan 
Dalam satu kasus, al-Mahdi meminta seseorang yang 
bernama Muhammad al-Tawim al-Mâdih untuk tidak 
menikahi seorang wanita tertentu di luar kehendaknya, yaitu 
dengan cara pemaksaan pernikahan (ijbâr), hak wali nikah 
untuk menikahkan perempuan dalam perwalian mereka tanpa 
persetujuan perempuan. Alasan yang digunakan adalah 
penalaran bahwa pernikahan yang dipaksakan tidak memiliki 
“spiritual communion” dan tidak mungkin untuk 
membanggakan atas keunggulan. Selain itu, model 
pernikahan yang seperti itu justru mendapatkan pertentangan 
dari kelompoknya sendiri, yakni Ansar. Hal seperti itu dapat 
menyebabkan kemudharatan di mata Ansar dan kehilangan 
status sebagai salah satu favorit dekat al-Mahdi. Al-Mahdi 
meminta Khalîfah Abdullah untuk mengingatkan al-Mâdih 
tentang nasihatnya dan dia lebih lanjut memperingatkan al-
Mâdih bahwa pernikahan semacam itu tidak disarankan.  
Menurut Aharon Layish, tidak jelas apakah saran ini 
merupakan upaya untuk menyelesaikan kasus tertentu atau 
untuk merumuskan aturan umum yang berlaku untuk semua 
orang. Jika yang terakhir adalah kasusnya, instruksi Mahdi 
berarti larangan pemaksaan matrimonial. Mazhab Maliki, 
bersama dengan mazhab-mazhab lain (dengan 
mengesampingkan Mazhab Hanafi) mengakui hak 
pemaksaan dengan hormat tidak hanya untuk gadis-gadis 
kecil (dan bangsal yang secara hukum tidak kompeten) tetapi 
juga sehubungan dengan wanita dewasa asalkan mereka 
perawan. Mazhab Hanafi tidak mengakui hak pemaksaan 




Dalam kasus lain, seorang wanita bernama Zaynab bt. 
Ahmad Muhammad Sharaf, seorang janda dari seorang 
shahid, yaitu, seseorang yang terbunuh dalam pertempuran 
dengan orang-orang kafir (rujukannya mungkin ke orang-
orang Turki), mengeluh kepada al-Mahdi bahwa salah satu 
Ansar telah menikahinya dengan kehendaknya. Al-Mahdi 
membubarkan perkawinan dan memperingatkan calon 
suaminya agar tidak mengganggu haknya di tanah almarhum 
suaminya. Sangat menarik untuk dicatat dalam kaitan ini 
bahwa hak tradisional yang dianut Mazhab Maliki untuk 
pemaksaan terhadap wanita dewasa masih berlaku di Sudan 
modern meskipun persetujuan wanita itu, sejak tahun 1960, 
penting untuk validitasnya.24 
Dalam satu kasus, al-Mahdi mengizinkan seorang 
wanita untuk menikahkan putrinya dengan siapa pun yang ia 
inginkan asalkan persetujuan sang putri telah diperoleh dan 
bahwa sang suami mematuhi Mahdiyya. Menurut sebagian 
besar sekolah, hanya ayah dan, jika dia tidak ada, laki-laki 
agnate dalam urutan tertentu dapat berfungsi sebagai penjaga 
pernikahan. Perkawinan yang dikontrak oleh siapa pun selain 
wali sah yang sah batal demi hukum. Dengan tidak adanya 
hal-hal ini, qâdî menjalankan hak ini. Sang ibu bukan wali 
alami, yaitu berdasarkan hubungan darah, atau wali nikah 
putrinya.25 
Al-Mahdi menetapkan batas maksimal untuk mahar 
(sadâq), yaitu sepuluh riyal26 untuk perawan (bikr) dan lima 
riyal untuk non-perawan atau janda (tsayyib). Pengantin masa 
depan dan mempelai laki-laki diperingatkan untuk tunduk 
pada putusan yang gagal ini yang mana bagian substansial 




al-mâl.27 Tidak ada mazhab yang memperbaiki batas maksimal 
(Mazhab Hanafi dan Maliki masing-masing memperbaiki 
sepuluh dan tiga dirham, masing-masing. sebagai mahar 
minimal).28 
Al-Mahdi memutuskan, berdasarkan hadis kenabian, 
bahwa larangan menikah dengan alasan anak asuh harus 
diatur dalam pola yang sama seperti larangan atas dasar 
hubungan kekerabatan (yuharrim min ar-rada’i mâ yuharrim min 
an-nasab). Mazhab-mazhab ortodoks berpendapat bahwa 
larangan ini tidak berlaku dalam keadaan di mana tautan yang 
menghasilkan larangan berdasarkan asuhan tidak umum bagi 
semua kerabat darah. Dengan demikian, ibu angkat atau 
saudara perempuan dari satu dari dua saudara lelaki berdarah 
tidak dilarang menikahi saudara lelaki lainnya. Putusan ini 
yang memperburuk larangan pernikahan mungkin bisa 
terinspirasi oleh puritanisme al-Mahdi. Namun, itu juga bisa 
menjadi hasil yang tak terhindarkan dari kepatuhan al-Mahdi 
terhadap makna literal dari hadis yang disebutkan di atas yang 
memerintahkan bahwa larangan itu harus mutlak tanpa 
pengecualian. 
Inovasi lain berkaitan dengan sanksi yang dikenakan 
pada istri yang bandel (nâsyizah), yaitu, seorang istri yang tidak 
memenuhi tugas perkawinannya terhadap suaminya. Di 
bawah ortodoksi syariat, seorang istri yang bandel kehilangan 
haknya untuk pemeliharaan selama nusyuz. Dalam sebuah 
surat kepada agen dan qâdî-s-nya, Mahdi menginstruksikan 
bahwa istri yang tidak taat harus diceraikan dan berkewajiban 
untuk mengembalikan mahar dan apa pun yang telah ia 
terima dari suaminya. Ini, pada kenyataannya, penyimpangan 




kompensasi kepada suami berdasarkan persetujuan bersama 
pasangannya.29 Dalam satu kasus, al-Mahdi memutuskan 
bahwa seorang istri yang tidak patuh harus diletakkan di gua 
atau rumah yang gelap (awkâr, buyût muzlamah), mungkin 
dengan cara penghukuman, sampai dia kembali ke tempat 
tinggal suami-istri atau, sebagai alternatif, meninggal sebagai 
pezina (zâniyah). Sangat menarik untuk dicatat, dalam 
hubungan ini, bahwa sampai akhir 1960-an, adalah mungkin 
di Sudan dan Mesir untuk menegakkan kepatuhan pada istri 
yang bandel melalui polisi (bayt ath-thâ'ah).30 
b. Perceraian 
Al-Mahdi membatalkan validitas perceraian yang 
ditangguhkan melalui sumpah ('alayya al-talâq atau' alayya 
harâm, «[istri saya] akan dilarang bagi saya») yang 
dimaksudkan untuk memperkuat pernyataan yang dibuat 
oleh suami dalam suatu hal yang belum tentu. terkait dengan 
istri, yaitu, tanpa niat untuk mengakhiri hubungan. Perceraian 
yang ditangguhkan, diakui di bawah semua mazhab hukum, 
dibatalkan oleh undang-undang di beberapa negara hanya 
pada abad ke-20.31 
Inovasi lain dalam bidang perceraian yang 
diperkenalkan oleh al-Mahdi mungkin dimotivasi oleh 
keinginan untuk mengurangi konsekuensi hukum yang kuat 
dari perceraian. Menurut syariah ortodoks, talak tiga - apakah 
tergolong talak raj'î atau talak bâ'in - wanita yang diceraikan 
tidak dapat secara resmi dikembalikan kepada mantan 
suaminya kecuali dia telah menikah dengan pria lain, bahwa 
pernikahan telah dibubarkan dan menjalani masa iddah. Al-




pendapat hukum tentang apakah perceraian khulu' harus atau 
tidak harus diperhitungkan dalam kuota tiga perceraian 
setelah mana pernikahan antara diperlukan. Jika khulu’ harus 
diperhitungkan sebagai penolakan reguler, maka pernikahan 
antara diperlukan; jika tidak, mustafti menganggap bahwa 
wanita yang diceraikan itu dapat dipulihkan tanpa meminta 
bantuan dari pernikahan perantara. Mustaftî selanjutnya 
menyarankan untuk mendapatkan dukungan untuk anggapan 
ini dari Ibn Abbâs (w. 68 / 686-8). Al-Mahdi mengadopsi 
doktrin yang mirip dengan doktrin Ibnu 'Abbas, tetapi tidak 
ada bukti langsung tentang efek bahwa ia terinspirasi oleh 
Ibnu Abbas. Dia memutuskan bahwa jika suaminya tidak 
mengucapkan kata talâq, maka khulu' tidak boleh 
diperhitungkan dalam kuota tiga perceraian; Namun, jika dia 
mengucapkan talâq bersama khul ', kombinasi semacam itu 
dianggap sebagai cerai biasa dan istri yang diceraikan itu tidak 
dapat diizinkan secara hukum kepada mantan suaminya 
kecuali jika pernikahan antara telah terjadi.32 
Dalam satu kasus, seorang pria melamar untuk 
menikahi seorang wanita dan membayar sebagian besar dari 
maharnya. Kemudian pernikahan ditunda sampai berakhirnya 
periode di mana calon suami berhak untuk ‘memeriksa’ calon 
istrinya dengan matanya sendiri (nazar). Sementara itu, wanita 
itu menikah dengan orang lain, mungkin dengan imbalan 
mahar yang lebih tinggi. Al-Mahdi memutuskan bahwa 
pernikahan harus dibubarkan dan bahwa wali-pengantin 
wanita harus dicambuk dan dipenjara. Menurut aturan 
syariat, pertunangan atau janji untuk menikahi seorang wanita 
bukan merupakan pernikahan. Menurut ahli hukum Maliki 




itu tidak dapat dibubarkan, tetapi jika, di sisi lain, itu belum 
selesai, itu harus dibubarkan. Dalam kasus yang sedang 
ditinjau, tidak ditunjukkan secara eksplisit bahwa pernikahan 
tersebut belum selesai yang tampaknya menyiratkan bahwa 
pernikahan tersebut telah selesai. Pencambukan dan 
pemenjaraan wali nikah dalam keadaan seperti itu bukanlah 
hukuman syar’i, tetapi hukuman tersebut dapat dianggap 
sebagai hukuman yang tidak disengaja (ta'zîr). Pandangan  
dianggap sebagai suatu upaya al-Mahdi untuk mencegah 
orang menikahi wanita yang sudah bertunangan dengan pria 
lain tanpa pertunangan dibubarkan terlebih dahulu.33 
Dalam penyampaian fatwa oleh Ahmad All, seorang 
qâdî al-islâm, pendapat hukum Mahdi diminta tentang aturan 
yang berkaitan dengan durasi masa tunggu ('iddah) seorang 
wanita yang haidnya terjadi satu tahun setelah dia bercerai: 
Apakah hal itu termasuk tiga siklus menstruasi atau 
sebaliknya? Padahal tujuan dari masa tunggu adalah untuk 
memastikan bahwa wanita yang diceraikan tidak hamil 
sebelum diizinkan menikah lagi. Kehamilan setelah 
berakhirnya masa tunggu dapat menimbulkan dugaan 
ketidaksucian. Fatwa al-Mahdi menyatakan bahwa seorang 
gadis kecil (yaitu, sebelum masa pubertas) yang belum pernah 
menstruasi dan seorang wanita yang telah mencapai usia 
putus asa (ya 'isa) harus menjalani iddah tiga bulan dulu 
sebagaimana ditentukan dalam Quran (65: 4).  





Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi  di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu , maka masa iddah 
mereka adalah tiga bulan; …. 
 
Seorang wanita muda (syâbbah) yang telah mencapai 
pubertas (bulûgh) tetapi telah berhenti menstruasi sebelum 
memasuki masa dewasa, yang tampaknya merupakan kasus 
yang sedang ditinjau, telah - sesuai dengan hadits terkait 
dengan 'Umar - untuk menunggu sembilan bulan. Jika dia 
gagal menstruasi selama periode ini, dia harus menjalani iddah 
tiga bulan. Mazhab hukum mengakui masa tunggu dalam hal 
menstruasi (qurû '), suci (tuhr) dan bulan-bulan reguler (asyhur) 
sesuai dengan kondisi fisik spesifik istri yang diceraikan. 
Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, seorang istri yang 
bercerai dari pernikahan sah yang sempurna harus menjalani 
iddah tiga siklus menstruasi dan menurut mazhab Maliki dan 
Syafii - tiga bulan kemurnian.3434 
c. Warisan 
Mahdi memutuskan bahwa janda yang sebelumnya 
dibahas, Zaynab binti. Ahmad Muhammad Sharaf yang 
suaminya telah meninggal dalam perang suci melawan ‘kafir’ 
Turki, berhak untuk mengambil seluruh warisan, mungkin 
tanpa adanya anak-anak, sebagai amal (ihsân). Di bawah 
ortodoks sharî'a, di hadapan seorang keturunan, sang istri 
mengambil seperdelapan dari harta warisan dan, tanpa 
adanya seorang keturunan, seperempat. Dia tidak berhak atas 
radd, sisa warisan setelah ahli waris Al-Quran telah 
mengambil porsi yang ditentukan dan semata-mata mereka 
bukan pewaris 'asabah. Tidak ditunjukkan apakah shahid 




penyimpangan yang jelas dari ayat-ayat warisan Alquran yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah janda shahid 
Sa'd b. al-Rabi 'telah mengeluh bahwa paman dari pihak 
puteri putrinya telah mengambil alih seluruh harta suaminya. 
Nabi, mengikuti wahyu (Q. 4: 11-12), memerintah sebagai 
berikut: anak perempuan shahid mengambil dua pertiga dari 
harta warisan, jandanya mengambil seperdelapan dan paman 
dari pihak ayah (yaitu, almarhum saudara laki-laki) 
mengambil sisanya. sebagai pewaris ashabah. Peristiwa ini 
mungkin telah mengilhami Mahdi dalam kasus yang sedang 
ditinjau.35 
3. Kontrol moralitas publik 
Al-Mahdi memberlakukan berbagai ketentuan yang 
dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan moralitas 
publik, terutama kesucian perempuan. Untuk tujuan ini, ia 
berinovasi dengan mendirikan institusi hâkim as-sûq, atau 
gubernur pasar yang bertanggung jawab atas moralitas 
publik. Muhtasib adalah seorang jaksa penuntut umum yang 
fungsinya untuk membawa para pelanggar ke pengadilan 
sebelum qâdi.36 
Dalam sebuah proklamasi kepada orang-orang Jabal al-
Kanak, al-Mahdi menyatakan keprihatinannya bahwa orang-
orang ini masih berpegang pada tradisi kuno seperti minum 
anggur, konsumsi tabu, bertepuk tangan (safq), mungkin 
dalam perayaan, menari (raqs) dan makan daging babi. 
Kebiasaan-kebiasaan ini dan yang serupa dianggap oleh al-
Mahdi sebagai tradisi jâhiliyyah yang memang takdirnya sudah 
saatnya dicabut oleh Allah. Al-Mahdi memutuskan dalam 




khamr) adalah delapan puluh cambukan dan delapan hari 
penjara. Minum anggur dilarang dalam Al-Quran (5: 90) 
meskipun sanksi pidana (hadd) untuk pelanggaran ini 
didasarkan pada sunah. Penjara tampaknya merupakan 
inovasi yang diperkenalkan oleh al-Mahdi dengan tujuan 
untuk mencegah pelaku potensial. Pada kesempatan lain, 
Mahdi memutuskan bahwa siapa pun yang melanggar salah 
satu larangan ini setelah dicambuk karena pelanggaran itu, 
bertanggung jawab dipenjara dan ditegur (zujira); jika 
pelanggar, bagaimanapun, melanggar larangan sekali lagi, 
bagian dari hartanya harus disita dan jika ia mengulangi 
pelanggaran untuk ketiga kalinya, semua property harus disita 
sebagai rampasan (taghnîm), sebuah sanksi yang biasanya 
disiapkan  oleh al-Mahdi khusus untuk orang-orang kafir. 37 
Al-Mahdi memutuskan bahwa perempuan diharuskan 
menyembunyikan diri di balik hijâb, untuk tetap dalam 
kesendirian (haji) dan tidak untuk mengekspos diri ke 
perusahaan laki-laki. Putusan ini didasarkan pada ayat-ayat 
Alquran Surat an-Nur : 30 : 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فزوجهم ذلك أزكى لهم  إن 
 الله خبير بما يصنعون
 
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 
mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 
demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". 
 
Demikian juga hadits Nabi meskipun kata hijâb tidak 




tentukan untuk pelanggaran semacam itu adalah seratus 
cambukan yang sama dengan sanksi yang dikenakan pada 
seorang pezina yang bukan muhsanah, yaitu seorang wanita 
yang tidak pernah menjadi pihak dalam pernikahan yang 
sempurna. Sanksi tersebut adalah ta 'zîr (hukuman diskresi) 
daripada hadd (hukuman Al-Quran). Perempuan dilarang oleh 
al-Mahdi untuk pergi ke pasar dan jalan utama.38 
Al-Mahdi melarang orang asing menyapa seorang 
wanita dan memberikan berbagai sanksi: Berjabat tangan 
wanita - seratus cambukan; merangkul atau berhubungan erat 
dengan seorang wanita - lima puluh cambukan (untuk kedua 
belah pihak) serta dua bulan puasa berturut-turut atau, 
sebagai alternatif, pembebasan seorang budak. Tiga tindakan 
yang disebutkan terakhir biasanya dilakukan sebagai 
penebusan agama (kaffarat) .39 
Dalam fatwa yang diberikan kepada Ahmad 'All, qâdî 
al-islâm, atas permintaannya, Mahdi memerintah, 
berdasarkan Al-Quran (4: 1) dan sunah, bahwa perempuan 
dilarang meniru perilaku maskulin (mutarajjilah, tashabbuh bi-
ar-rijâl). Sanksi yang ditentukan olehnya untuk pelanggaran 
ini adalah kebijaksanaan (ta'zîr). Pelanggaran berulang 
terhadap larangan ini menyebabkan eksekusi, mungkin 
dengan alasan ketidaksucian. Namun, al-Mahdi mengizinkan 
perempuan untuk menganggap perilaku maskulin sebagai alat 
dalam terlibat perang melawan musuh.40 
 
PENUTUP/KESIMPULAN 
Perhatian utama al-Mahdi adalah untuk mengamankan 
kemerdekaan dari pemerintahan Turco-Mesir dengan 




oleh versinya tentang sharî'a. Penerapan metodologi 
hukumnya dan kepatuhannya pada makna literal eksternal 
(zâhir) dari sumber-sumber tekstual Al-Qur'an dan sunah 
memungkinkannya untuk membuat undang-undang tanpa 
batasan dan memperkenalkan inovasi, beberapa di antaranya 
merupakan penyimpangan yang jauh dari ortodoks sharî. 
Sebuah. 
Sebagai pemimpin karismatik dan otoritas hukum 
agama, pendapat hukum, surat edaran, proklamasi, perintah, 
keputusan, peringatan, dll yang dimunculkan al-Mahdi 
berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk 
mengakomodasi norma hukum untuk kebutuhan politik, 
ekonomi, sosial dan pribadi. Demikian pula, kebijakan takfir 
digunakan sebagai senjata melawan orang-orang Turki, Mesir, 
dan orang-orang Sudan yang tidak tunduk pada Mahdiyyah. 
Dengan cara yang sama, kejengkelan hukum pidana Islam 
dimaksudkan untuk mencegah saingan potensial dan pelaku 
ketertiban umum. 
Mahdi melakukan upaya khusus untuk memantapkan 
dirinya sebagai penjaga moralitas publik dengan pandangan 
mempertahankan puritanisme tanpa kompromi yang ketat 
dengan perhatian khusus pada kesucian wanita. Demikian 
pula, ia ingin «menghapuskan kebiasaan inovatif (yaitu, non-
normatif) dan tercela (izâlat al-bida 'wa l-munkarâi) yang tidak 
sesuai dengan syariah dan tatanan sosial dengan tujuan 
membawa masyarakat suku ke dalam orbit. Islam normatif. 
Selain motivasi etis religius, kebijakan ini tampaknya juga 
dipandu oleh keinginan untuk mencegah disintegrasi 
masyarakat Sudan, terutama suku-suku, tulang punggung 
otoritas politik Mahdi, di bawah pengaruh revolusi dan 
perang melawan Turco-Mesir.50 
Di muka itu, reformasi hukum Mahdi yang berkaitan 
dengan masalah perkawinan tampaknya tidak kompatibel 
dengan citra puritan Mahdiyyah. Reformasi mengungkapkan 




perempuan dalam keluarga, termasuk kapasitas mereka untuk 
memiliki dan membuang properti, meskipun tampaknya 
kecenderungan ini tidak sepenuhnya terpisah dari 
pertimbangan politik. Holt menyarankan bahwa instruksi 
yang berkaitan dengan jilbab dan pemisahan dikenakan pada 
wanita sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan mereka. 
Larangan al-Mahdi pada mahar yang berlebihan dan 
pengeluaran pernikahan yang berlebihan juga harus dinilai 
sebagai langkah-langkah yang dimaksudkan untuk membela 
wanita yang sudah menikah. 
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